
 
 
 
 
 
 

BUPATI KAIMANA 
PROVINSI PAPUA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KAIMANA 

 
NOMOR 19 TAHUN  2023 

 
TENTANG  

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG 
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAIMANA, 

 
Menimbang : a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan 
kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat 
kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan 
Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 108 Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana 
Tahun Anggaran 2023. 
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6697); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, 
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, 
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4245); 

3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 215); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094). 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 158); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 53); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1099); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang 
Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2021 Nomor 39); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana 
Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaimana Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2023 Nomor 52); 

29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah 
Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163); 

30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana 
(Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164); 

31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2017 Nomor 165); 

32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala 
Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 

226). 

33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten 
Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 
Nomor 229); 

34. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada 
Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten 
Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 
260); 

35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2019 Nomor 262); 
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36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2019 Nomor 263); 

37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah 
Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264); 

38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2019 Nomor 267); 

39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita 
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A); 

40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita 
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377); 

41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 

2022 Nomor 380); 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana. 

4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Kaimana. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang 
selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaimana. 

6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana. 
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7. Kecamatan yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya 
disebut Distrik adalah bagian wilayah dari daerah 
kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota.  

8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik yang berada di 
wilayah Kabupaten Kaimana. 

9. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di Distrik yang melaksanakan 
sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai 
penyelenggara urusan pemerintahan umum serta secara 
berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah 
Distrik. 

10. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut 
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada 
di wilayah Kabupaten Kaimana. 

12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu 
perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan kampung. 

14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat 
Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

15. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

16. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarah antara Bamuskam dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis. 

17. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan 
disepakati bersama Bamuskam. 

18. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan 
oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur. 

19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban 
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban kampung. 
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20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.  

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang 
selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah kepala kampung 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
kampung. 

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya 
disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan 
keputusan kepala kampung yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPK Kampung. 

23. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
prosentase tertentu yang dibagi secara merata kepada setiap 
kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk. 

24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan 

kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan 
georafis kampung setiap kabupaten. 

25. Indeks Kesulitan Georafis Kampung yang selanjutnya disingkat 
IKG kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat 
kesulitan georafis suatu Kampung berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi dan komunikasi. 

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, 
selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah rencana 
kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun. 

27. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat 
RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

28. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat kampung. 

29. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, 
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat kampung. 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya 
disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan kampung. 

31. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
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Kaimana yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan 
angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung. 

32. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada 
Kabupaten Kaimana tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kabupaten 
Kaimana. 

33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan Kabupaten Kaimana sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

34. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan pajak 
daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Kaimana 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kaimana untuk diberikan kepada Kampung. 

35. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, 
APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Kaimana. 

36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

37. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah 
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung 
yang menampung seluruh penerimaan kampung dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung 
pada Bank yang ditetapkan. 

38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman dalam pengelolaan BHPRD di Kabupaten Kaimana TA. 
2023. 
 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 

(1) Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BHPRD dalam : 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan; 
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b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di 
kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 
dan pengendalian pembangunan di tingkat kampung serta 

pemberdayaan masyarakat; 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 
kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan 
dan pembangunan infrastruktur kampung; 

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial 
budaya dalam  rangka mewujudkan peningkatan sosial;  

e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam 
rangka  pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi 
masyarakat;  

g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, 
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi 
masyarakat; 

h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan 
partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung; dan  

i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat 
kampung. 

(2) Sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan BHPRD di 
Kabupaten Kaimana TA. 2023. 

 
 

BAB III  
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 4 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang : 

a. Pengalokasian BHPRD; 

b. Pengelolaan BHPRD;  

c. Penggunaan BHPRD; 

d. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Publikasi BHPRD; 

e. Pemantauan dan Evaluasi; 

f. Ketentuan Sanksi; dan 

g. Pembinaan dan Pengawasan. 
 
 

BAB IV 
PENGALOKASIAN BHPRD 

 
Bagian Kesatu 

Penganggaran BHPRD 
 

Pasal 5 
 

(1) BHPRD dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana 

dalam APBD Kabupaten Kaimana setiap tahun, paling sedikit 
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10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah yang diterima Daerah dalam APBD 
yang diperuntukkan bagi kampung. 

(2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara 
tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 
mengutamakan kepentingan masyarakat. 

 
Bagian Kedua 

Penentuan Besaran Tingkat Kabupaten 
 

Pasal 6 

(1) Besaran BHPRD tingkat Kabupaten Kaimana TA. 2023 
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati 
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023, yaitu : 

a. BHPD sebesar Rp. 653.680.164,- (enam ratus lima puluh 
tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh 
empat rupiah); dan 

b. BHRD sebesar Rp. 651.108.578,- (enam ratus lima puluh 
satu juta seratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan 
rupiah). 

(2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 
untuk setiap kampung di Kabupaten Kaimana yang ditentukan 
dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan 
adil yaitu : 

a. Asas merata adalah pembagian BHPRD sebesar 60% (enam 
puluh per seratus) yang dibagikan sama besarnya untuk 
setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar 
Kabupaten; dan 

b. Asas adil adalah pembagian BHPRD sebesar 40% (empat 
puluh per seratus) yang dibagi secara proporsional untuk 

setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang 
selanjutnya disebut Alokasi Formula Kabupaten, yang 
dtentutkan berdasarkan indikator : 

1. Jumlah penduduk Kampung dengan bobot 10% 
(sepuluh persen). 

2. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 40% (empat 
puluh persen). 

3. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh 
persen). dan 

4. Tingkat kesulitan geografis Kampung dengan bobot 40% 
(empat puluh persen). 

(3) Alokasi Dasar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a,  yaitu : 

a. Alokasi Dasar Kabupaten dari BHPD sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp. 392.280.000,- (tiga 



- 11 - 

ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu 
rupiah); dan 

b. Alokasi Dasar Kabupaten dari BHRD sebagaimana 

dimaksud ayat (1) huruf b sebesar  Rp. 390.684.000,- (tiga 
ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh empat 
ribu rupiah). 

(4) Alokasi Formula Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b,  yaitu : 

a. Alokasi Formula Kabupaten dari BHPD sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 261.400.164,- (dua 
ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu seratus enam 
puluh empat rupiah); dan 

b. Alokasi Formula Kabupaten dari BHRD sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 260.424.578,- (dua 
ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu lima 
ratus tujuh puluh delapan rupiah). 

 
Bagian Ketiga 

Penentuan Besaran Tingkat Kampung  
 

Pasal 7 

(1) Pengalokasian BHPD bagi setiap kampung sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
 
 
 

Keterangan : 

BHPD-k  = Bagian Hasil Pajak Daerah setiap kampung 

AD-k   =  Alokasi Dasar setiap kampung 

AF-k   =  Alokasi Formula setiap kampung 

(2) Besaran Alokasi Dasar BHPD setiap kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi dasar 
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)   
huruf a dibagi jumlah kampung di Kabupaten Kaimana 
sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kampung, yaitu sebesar 
@Rp. 4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu 
rupiah). 

(3) Besaran Alokasi Formula BHPD setiap kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
 

 
 

 

Keterangan : 

AF-k  =  Alokasi Formula setiap kampung 

BHPD-k  =  ( AD-k + AF-k ) 

AF-k  =  {(0,10×RP)+(0,40×RM)+(0,10×RL)+(0,40×RIKG)} × AF 
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RP  = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap 
total jumlah penduduk kampung di Kabupaten 
Kaimana 

RM  = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung 
terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di 
Kabupaten Kaimana 

RL  = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total 
luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana 

RIKG  = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung 
terhadap total indeks kesulitas geografis kampung di 
Kabupaten Kaimana 

AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana 
 

Pasal 8 

(1) Pengalokasian BHRD bagi setiap kampung sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 
 
 

Keterangan : 

BHRD-k  =  Bagian Hasil Retribusi Daerah setiap kampung 

AD-k   =  Alokasi Dasar setiap kampung 

AF-k   =  Alokasi Formula setiap kampung 

(2) Besaran Alokasi Dasar BHRD setiap kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi dasar 
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)  
huruf b  dibagi jumlah kampung di Kabupaten Kaimana 
sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kampung, yaitu sebesar 
@Rp. 4.651.000,- (empat juta enam ratus lima puluh satu ribu 
rupiah). 

(3) Besaran Alokasi Formula BHRD setiap kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
 

 
 

 
Keterangan : 

AF-k  =  Alokasi Formula setiap kampung 

RP  = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap 
total jumlah penduduk kampung di Kabupaten 
Kaimana 

RM  = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung 
terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di 
Kabupaten Kaimana 

BHRD-k  =  ( AD-k + AF-k ) 

AF-k  =  {(0,10×RP)+(0,40×RM)+(0,10×RL)+(0,40×RIKG)} × AF 
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RL  = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total 
luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana 

RIKG  = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung 
terhadap total indeks kesulitas geografis kampung di 
Kabupaten Kaimana 

AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana 
 

Bagian Keempat 
Penetapan Rincian BHPRD Setiap Kampung 

 
Pasal 9 

Penetapan besaran BHPRD untuk setiap kampung di Kabupaten 
Kaimana TA. 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam pengelolaan dan 
pelaksanaannya secara komulatif setiap kampung yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 
BAB V 

PENGELOLAAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

 
Bagian Kesatu 

Prinsip Pengelolaan 
 

Pasal 10 

Prinsip pengelolaan BHPRD meliputi: 

a. Pengelolaan keuangan BHPRD merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK; 

b. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan BHPRD 

berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pedoman Pembangunan 
Kampung di Kabupaten Kaimana; 

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
Administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan; 

d. BHPRD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali; dan 

e. Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung pada 
bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana. 

 
Bagian Kedua 

Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana 
 

Pasal 11 

(1) BHPRD disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke 

RKK. 



- 14 - 

(2) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan permohonan 
pemindahbukuan yang diajukan oleh Dinas PMK. 

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
sesuai mekanisme penyaluran dana sebagaimana pada 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Kampung di Kabupaten Kaimana, yaitu secara keseluruhan 
sebesar 100% (seratus persen). 

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Peraturan kampung mengenai APBK TA. 2023 dari Kepala 
Kampung; dan 

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output BHPRD 
TA. 2022 dari Kepala Kampung. 

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output BHPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b), menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output 
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen). 

(6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari 
seluruh kegiatan. 

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 
output, volume output, cara pengadaan dan capaian output. 

(8) Bupati melalui Dinas PMK melakukan verifikasi kesesuaian 
dokumen persyaratan penyaluran dari setiap kampung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
atas Kampung yang layak salur kepada Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

(10) Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran Alokasi Kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun 
anggaran, BHPRD pada kampung tersebut tidak disalurkan 
dan menjadi sisa BHPRD di RKUD. 

 
Bagian Ketiga 

Mekanisme Pencairan Dana 
 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Kampung mencairkan BHPRD kepada Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung. 

(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari 

RKK pada Bank yang telah ditunjuk. 
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(3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
sesuai mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Kampung di Kabupaten Kaimana. 

 
 

BAB VI 
PENGGUNAAN DANA  

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

Pasal 13 

(1) Penggunaan BHPRD mengacu pada RPJM Kampung dan RKP 
Kampung. 

(2) BHPRD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
kampung yang diatur dan diurus oleh kampung serta sesuai 
dengan kemampuan keuangan kampung, sepenuhnya 
dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan dengan mengacu 
pada Peraturan Bupati. 

(3) Penggunaan BHPRD tertuang dalam prioritas belanja Kampung 
pada APBK yang disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang 
diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu : 

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung; 

b. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung; 

c. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung; 

d. Bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan 

e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak Kampung. 

(4) BHPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan 
hanya dapat digunakan untuk pembiayaan belanja kegiatan 
pada : 

a. Belanja kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan, yang 

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembinaan 
kemasyarakatan Kampung yaitu meningkatkan 
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas 
masyarakat; dan 

b. Belanja kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan 
darurat dan mendesak kampung, yang dialokasikan untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak 
yang terjadi di kampung.   

(5) BHPRD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan BHPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada  ayat (5) 
diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung 
mengenai APBK. 

 

 



- 16 - 

Pasal 14 

(1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD. 

(2) Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pendampingan 
atas penggunaan BHPRD. 

(3) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Monitoring 
dan Evaluasi Pelaksanaan APBK yang dilaksanakan oleh Dinas 
PMK. 

 
 

BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI 

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

Bagian Kesatu 
Pertanggungjawaban 

 
Pasal 15 

(1) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggung 
jawaban APBK. 

(2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD. 

(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(4) Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pembinaan dan 
pendampingan atas penggunaan BHPRD. 

(5) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK 
tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kampung 
tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung. 

(6) Pertanggungjawaban atas penggunaan BHPRD dibuat paling 
sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Kampung 
dan menjadi dokumen Kampung. 

 

Bagian Kedua 
Pelaporan 

 
Pasal 16 

(1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik 
setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran (output) BHPRD kepada Bupati melalui Dinas 
PMK dengan tembusan Inspektorat. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) 
BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan APBK 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana. 
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(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) 
BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) 
BHPRD TA. 2022; dan 

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) 
BHPRD Semester I TA. 2023.  

(4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran (output) BHPRD TA. 2022 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat minggu 
keempat bulan Mei tahun 2023. 

(5) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran (output) BHPRD Semester I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b, disampaikan paling lambat minggu 
terakhir bulan Juli tahun 2023. 

(6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas 
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (5), Kepala Kampung dapat menyampaikannya 
pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya 

dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software. 

(7) Laporan Realisasi Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(8) Bupati melalui Kepala Dinas PMK dapat mendorong  
percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan BHPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Bagian Ketiga 
Publikasi 

 
Pasal 17 

(1) Publikasi penggunaan BHPRD terintegrasi dengan publikasi 

pengelolaan APBK. 

(2) Publikasi penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung kepada 
masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses 
masyarakat. 

(3) Pelaksanaan publikasi dilakukan secara swakelola dan 
pratisipatif Kampung dengan melibatkan peran serta 
masyarakat. 

(4) Sarana publikasi dilakukan melalui : 

a. Baliho; 

b. Papan informasi Kampung; 

c. Media elektronik; 

d. Media sosial; 

e. Website Kampung; 
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f. Leaflet; 

g. Pengeras suara di ruang publik; dan 

h. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung. 

 
 

BAB VIII 
SANKSI 

 
Pasal 18 

(1) Bupati menunda penyaluran BHPRD TA. 2023, dalam hal : 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16; 

b. Terdapat sisa BHPRD di RKK TA. 2022 lebih dari 30% (tiga 
puluh persen); dan/atau 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran BHPRD TA. 

2023 sebesar Sisa BHPRD di RKK TA. 2022. 

(3) Dalam hal sisa BHPRD di Rekening Kas Kampung TA. 2022 
lebih besar dari jumlah BHPRD yang akan disalurkan pada TA. 
2023, penyaluran BHPRD TA. 2023 tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Oktober tahun 
2023 sisa BHPRD di RKK TA. 2022 masih lebih besar dari 30% 
(tiga puluh persen), penyaluran BHPRD yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan 
dan menjadi sisa BHPRD di RKUD. 

(5) Dinas PMK melaporkan BHPRD yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 
Bupati. 

(6) BHPRD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam 
hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan 
penyaluran dan/atau penggunaan BHPRD. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas 
PMK sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (3). 

 
Pasal 19 

(1) Bupati menyalurkan kembali BHPRD TA. 2023 yang ditunda 
dalam hal : 

a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 
huruf a telah diterima; 
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b. Sisa BHPRD di RKK TA. 2022 kurang dari atau sama 
dengan 30% (tiga puluh persen); dan 

c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan 
bulan November tahun 2023, BHPRD tidak dapat disalurkan 
lagi ke RKK dan menjadi sisa BHPRD di RKUD. 

(3) Dinas PMK melaporkan sisa BHPRD di RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati. 

(4) Dinas PMK memberitahukan kepada Kepala Kampung yang 
bersangkutan mengenai BHPRD yang ditunda penyalurannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan 
November tahun 2023 dan agar dianggarkan kembali dalam 
rancangan APBK TA. 2024. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa BHPRD di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD 
TA. 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(6) Dalam hasil sisa BHPRD TA. 2022 di RKUD belum disalurkan 
dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Juni tahun 
2023, sisa BHPRD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang 
dalam penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKK TA. 2023. 

(7) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran 
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 2023, Dinas PMK 
menyampaikan permintaan penyaluran sisa BHPRD yang 
belum disalurkan dari RKUD ke RKK kepada Bupati Kaimana 
paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023. 

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa BHPRD dari Dinas 
PMK, Bupati menyalurkan sisa BHPRD yang belum disalurkan 
dari RKUD ke RKK paling lambat bulan Agustus tahun 2023. 

(9) Dalam hal Dinas PMK tidak menyampaikan permintaan 
penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa 

BHPRD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK TA. 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran 
Lebih pada RKUD.  

 
Pasal 20 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran BHPRD dalam hal 
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran BHPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih 
terdapat sisa BHPRD di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPRD tahun anggaran 
berikutnya. 

(3) Dinas PMK melaporkan pemotongan penyaluran BHPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. 
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BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 21 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 
pemberian, penyaluran dan penggunaan BHPRD oleh 
Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai 
tugas dan fungsinya antara lain : 

a. Inspektorat;  

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan 

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.   

(2) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan BHPRD oleh setiap 
kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang 
telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati 
kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten 

Kaimana. 
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BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kaimana. 

 
 
Ditetapkan di  Kaimana 
pada tanggal 5 April 2023 

 
BUPATI KAIMANA, 

                        CAP/TTD 
                    FREDDY THIE 

Diundangkan di Kaimana 
pada tanggal 5 April 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, 
CAP/TTD 

DONALD RAIMOND WAKUM 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 395 
                             

Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH 

PEMBINA 

Nip. 19780605 200603 1 001 
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LAMPIRAN  I 

PERATURAN BUPATI KAIMANA 
NOMOR  19  TAHUN  2023 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI 
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023 

 
REKAPITULASI RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG  

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023 
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BUPATI KAIMANA, 
CAP/TTD 

FREDDY THIE 
Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH 

PEMBINA 

Nip. 19780605 200603 1 001 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI KAIMANA 
NOMOR  19 TAHUN  2023 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI 
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023 

 
RINCIAN BAGAIN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG  

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023  
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BUPATI KAIMANA, 
CAP/TTD 

FREDDY THIE 
Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH 

PEMBINA 

Nip. 19780605 200603 1 001 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI KAIMANA 
NOMOR  19 TAHUN  2023 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI 
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023 

 
RINCIAN BAGAIN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG  

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023 
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BUPATI KAIMANA, 
CAP/TTD 

FREDDY THIE 
Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH 

PEMBINA 

Nip. 19780605 200603 1 001 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI KAIMANA 
NOMOR  19 TAHUN  2023 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI 
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023 

 
A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI 

KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI  
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B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI KEPALA KAMPUNG 

KEPADA BUPATI  
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- 42 - 

C. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI 
KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI  
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D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN BAGIAN HASIL 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI REKENING KAS KAMPUNG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BUPATI KAIMANA, 
                    CAP/TTD 
               FREDDY THIE 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH 

PEMBINA 

Nip. 19780605 200603 1 001 

 
 


